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BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1T TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

[—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

a. bpahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud vang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

btahrwa berdasarkan perumbemgan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara R | Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
(Lembaran Negara R 1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara R1 Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R.I Nomor 4264),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R.1 Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438),

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan [embaran
Negara RI Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 20'14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah),
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6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara R 1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
MNegara B 1 Nomor 4585),

7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R 1
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4593),

8§ Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenntahan antara Pemenntah, Pemenntahan Daerah Provinsi, dan
Pemenntah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R 1 Tahun 2007
Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R | Nomor 4737),

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan muneral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111),

10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pzngelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Eepubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142),

11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans:
Pemernntahan (Lembaran Negara R 1 Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara R I Nomor 5265),

13 Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter1 dalam Negert Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Mentenn Dalam
Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten
dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4),

15 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Orgamsasar dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008
Nomor 3),

16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4).

17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 6),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im1 yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan,

2 Pemenntah Daerah adalah Bupats dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagat
unsur penvelenggara Pemenntahan Daerah,
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Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan,

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan,

Pejabat adalah pegawai negen sipil yang diben tugas tertentu di bidang perpajakan dacrah
sesual dengan peraturan perundangundangan,

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, orgamisasi masa, orgamsasi sosial pohtik atau orgamsasi yang sejemis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya,

Pajak Daerah adalah kontribus: wapib kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dan sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan,

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara,

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak,

Wapb Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliput: pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewapban perpajakan sesuair dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wapib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuah bila Wapb
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender,

Pajak vang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dar penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wanb
Pajak serta pengawasan penyetorannya,

Surat Pembentahuan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh
Wayib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak
atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penvetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalw tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanks1 administratif, dan jumlah pajak
yang masth harus dibayar,

Surat Ketetapen Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKRBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan,
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22 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang selamjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,

23 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yanz selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebthan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

24 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagithan pajak atau sanksi admimstratif berupa bunga atau denda,

25 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembentahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Sural Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan,

26 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nill, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pithak ketiga yang diajukan oleh Wayib Pajak,

27 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak,

28 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan nformas: keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan haya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, vang ditutup dengan menyusun
laporan kevangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk peniode Tahun Pajak tersebut,

29 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau
bukt: yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk mengun kepatuhan pemenuhan kewajban perpajakan daerah atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

30 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan buku 1tu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanyva

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBIJEK PAJAK

Pasal 1

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dan sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan

Pasal 2
(1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mehiputi

a. Asbes

b  Batutulis

¢ Batu Kapur
d  Batuapung
¢  Bentonit

f  Dolomit

g  Feldspar
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Garam batu

Grafis

Giranit/andesit

Cips

Kalsit

Kaolin

Lausit

Magnesit

Mika

Marmer

Nitrat

Opsidien

Oker

Pasir dan kerikil

Pasir kuarsa

Perlit

Phospat

Talk

Batu Belah / Batu Pecah 1 - 2 ¢cm
Batu Belah / Batu Pecah 2 - 3 cm
Batu Belah / Batu Pecah 3 — 5 em
Batu Belah / Batu Pecah 5 — 7 cm
Batu Belah / Batu Pecah 12 — 20 cm
Batu Kepala

Batu Kepala = 20 cm

Batu Kenkil Sungai

Batu Kerikil Spht Kacang

Batu Ornamen

Pasir Kasar

Pasir Halus

Splt

Lapisan Pondas1 Atas (LPA)
Lapisan Pondas: Bawah (LPB)
Pasir Batu (Sirtu) di saring

Pasir Batu (Sirtu) tidak di saring
Tanah Serap (fullers earth)
Tanah diatome

Tanah hat

Abu Batu

Tawas (alum)

Tras
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Mineral bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dan kegiatan pertambangan yang

dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang pertambangan dapat dikenakan pajak,

Dikecualikan dan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata udak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pemancangan tiang listnk/telepon, penanaman kabel histnk/telepon, penanaman pipa
air/gas,

b kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dan

kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial

Pasal 3
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan

Batuan

BAB IIl
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PLRHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penawaran yang
tercantum pada Dokumen perjanjian kerja (kontrak) dan dar hasil tersebut dikenakan pungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 10% Adapun rumus perhitungannya scbagai
berikut

Y X x 10%

Dimana
Y = Besaran yang dipungut
X = Harga Matenal yang tercantum dalam dokumen perjanjian (kontrak)
SEsual penawaran

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten
Halmahera Selatan serta penggunaan lainnya yang tidak tertuang dalam dokumen perjanjian
kera (Kontrak), pengenaan perhitungan pajak berdasarkan standar satuan harga (SSH) yang
diterbitkan oleh Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahun berjalan dengan rumus
perhitungan sebagai berikut






